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Pasal I

Dalam Peraturan Majeris wari Arnanat ini, yang dimaksud dengan:
I ' Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri

badan hukurn.

2' Statuta universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut Statuta a6alah peraturan dasar
pengelolaan UNS yang digunakan sebagai lanclasan pe.yLlsunan peraturan dan proseclur
operasional di UNS.

., Kementerian adalah pera,gkat Pernerintah Pusat yang menyelenggarakan urLrsa,
pernerintahan di bidang pendidikan.



4. Majelis Wali Amanat selanjutnya disingkat MWA aclalah organ UNS yang menyusurl,

tnerumuskan, dan menetapkan kehijakan, rnemberikan pertimbangan pelaksanaan

kebijakan untum serta urelaksanakan pengawasan cli bidang nonakadernik.

5' Senat Al'radernik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ LJNS yang nrenyusurl.

nterutnuskan, menetapkan kebijakan, mernberikan pertimbangan, tlan nrelakukan

pengawasan di bidtrng akadernik.

6. Rektor aclalah penrirnpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.

1. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara

independen berfirngsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksterlal atas

penyelenggaftran IJNS untuk dan attrs narna MWA.

8' Kekayaan UNS adalah seluruh aset tlsik diur non lisik yang clapat cligurnakan oleh UNS
yang terdiri dar-i aset negara yang dipisahkan kecuali tanah dan aset yang diperoleh sendiri.

9' Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang tirnbul dari kernarnpuan intelektual (hasil olah
pikir) nranusia dalant bidarg ihnu pengetahuan, teknologi, seni, clan sastra.

l0"fata Kelola Kekayaan UNS adalah proses pengelolaan clan penatausahaan penggrrnaan

kekayaan universitas, baik yang diperoleh dari pemerintah maupun yang diperoleh sendiri
dan digturakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tridharma pcrglrrual tilggi
di lingkungan UNS.

I l ' Barang Milik UNS yang selanjutnya disebtrt BMU a<Jalah kekayaan UNS yang ter<Iiri atas
aset tetap, proper-ti investasi, aset lairlnya, dan persecliaan yang berasal dari kekayaan
negam dipisahkan dan ditetapkan sebagai kekayaan awal UNS, dan/atau yang berasal elari
perolehan UNS termasuk perolehan dari APBN dan/atau APBD, serta perolehan UNS
lainnya yang sesuai dengan peraturan penrndang_unclangan.

l2' Aset lancar adalah uang kas tlan aset-aset lain atau sunrber-sumber yang akan direalisasi
tnenjadi uang kas atau dimanthatkan selama siklus usaha dalam periode (waktu) tertentu
(satu tahun).

l3' Aset tetap adalah aset bewujud yang dirniliki untuk digunakan clalaur kegizrtan produksi
atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau tujuan aclrrrinistr*tit,
dan tliharapkzrn akan digunakan lebih dari satu tahun.

14' Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak dapat diarnati secara langsung u,tuk
nrendukung kelancaran penyelenggaraan triclhanna perguruan tinggi cli lingkulgan UNS,
seperti hak paten, hak merek, lrak cipta, dan sejenisnya yang diat1r dengan peraturan
perundang-undangan.



15' tlak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat UKI adatah l-rak eksklusif yang
diberikan negara kepada seseorang, sekelornpok orang, maupun lernbaga untuk nremegallg

kuasa dalam menggunakan dan tnendapatkan manfhat clari kekayaan intelektual yang

dirniliki atau diciptakan.

l6' Laporan Posisi Keuangan adalah laporan yflng lnenggambarkan posisi keuangan LJNS

mengenai aset, liabilitas, dan aset,eto pada tanggal tcrtentu.

l7' Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyaiikan infbrmasi mengelai sLrmber
penggunaan, perubahan kas, dan scrtara kas selamar satu periode akuntansi, clan salclo kas

dan setara kas pada tanggal pelaporan patla t.JNS.

l8' Laporan Perubahan Aset Neto adalah laporim yerng rnenyajikan infbr-masi surplus atlu
defisit aset neto taltun pelaporan dibantlingkau tlengan tahun sebelumnya.

l9' Catatan atas l-aporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan ir-rtbrlrasi tentans
penjelasan atau daltar terinci atau analisis atas suutu pos yang disajikan clalarn Lapgran
Posisi Keuangur, Laporan Penghasil;ur Kornprehensif, Laporan Anrs Kas, dap Laporarr
Perubahan Aset Neto dalarn rangka pengu,gkapan yang rnernadai.

20' Laporan Penghasilan Kompreheusif adalah laporiur ymg rnenya.iikan ikhtisar suprbel claya
ekonotni yang mellambah aset neto dan penggurlanrlnya yang dikelola oleh UNS u,tuk
kegiatan penyelenggaraan UNS dalam satu periode pelapclran.

21. Rencana Kebijakan Umurn uNS 2022-2047 yangselarrjutrrya disebut RKU t]NS adararr
dokumen perencanaan jangka panjang untuk pcriocle 25 (clua pulgh lirna) tahu,.

22' Rencana Strategis UNS yang selarnjutnya clisebut Renstra UNS aclalah doktunerr
perencanaan jangka menengah untuk periocle 5 (liura) tahun.

23' Rencana Kerja dan Anggaran'fahunan LINS yang selanjutlya disebut RKA,1 UNS aclalaS
dokumen perencanaan jangka pendek r*tuk periode I (satu) tarlu,.

24' Pengelolaan kekayaan berpedoman pada prinsip-prinsip otonomi yang
akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan rnutu, etbktif, da. efisien.

n"relipLrti

25' Hak Pengelola Lahan yang selanjutnya disingkat dengan HpL adalah hak menguasai clari
Negara yang kewenallgan pelaksanaamya sebagian d i l inrpahkan kepada pernega,grlya.

26' Pinjarn pakai adalah penggunaa, barang antara LJNS cla, rnitra di lingkungan pernerintahan
dalarn jangka waktu teftentu tanpa tnenerirna imbalan dan setelah jangka waktu tersebut
berakhir diserahkan kembali kepada UNS.

27' Perjanjian Kerjasama Pemant'aatan yang selanjutnya t'lisingkat KSp a<lalah penday,gunaa,
barang rnilik UNS oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam ra,gka peni,gkata*
peuerimaan UNS



2[i. Bangun (]una Serah adalah pernanf-aatan barang milik UNS berupa tanah oleh pihak lain

dengan cara rnendirikan bangunan dar/atau sarana berikut fhsilitasnya, kemudiarr

diclayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jarrgka waktu teffentu yang telah rJisepakati,

untttk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut

tas i I ita sny a setelah berakhirny a kerj asarn a.

29. Bangun Serah Guna adalah pernanthatan barang rnilik UNS berupa tanah oleh pihak tain

dengan cara mendirikan bturgunan dan/atau berikLrt tasilitasnya, dan setelah selesai

pernbangunannya diserahkan untuk didayagunakan pihak lain tersebut clalarn.jangka waktu

tefientu yang disepakati.

I}AB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN NILAI-NILAI

Ragian Kesatu

'l'ujuan

Pasal 2

Peraturan MWA ini digunakan sebagai pe<loman dalam melakukan pengelolaan kekayaarr

T]NS

Pasal 3

Kekayaan dan perolehan dana UNS dikelola sec,ara mancliri dan terintegrasi oleh Rektor
dengan tujuan untuk menjamin kelancaran, pencapaian, clan peningkatan mutu akademik
dalarn penyelenggaraan kegiatan Tridharma UNS serta pcnggunaan lain yang sah dan yang
tidak bertentangan dengan visi dan misi UNS.

Pasal 4

Pengelolaan kekayaan IINS harus diarahkan agar rnarrpu meningkatkan daya saing UNS di
tingkat regional dan global serta mampu nrernberi layanan prof-esional kepada pemalgku
kepentingan secara responsif dan tlansparan dengan selalu berpegang pada penyelnpurnaan
berkelanjutan



Pasal 5

Pemanfhatan kekayaan uNS harus senantiasa diarahkan agar miunpu meningkatka,
kese-iahteraan Sivitas Akademika menggunakan stanclar akuntansi terbaik \best ltroc,tice) serta
memenuh i ketentuan peraturan perundang_ undangan.

Pasal 6
'l'ransparatrsi dan akuntabilitas harus senantiasa disempurnakan untuli meningkatkan akurasi
data' kerincia, laporan (in-ctepth reporting) scrta kemampuan rnonitoring secar? instan (rezl
rime visibility)

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 7
(l) Kekayaan UNS terdiriatas:

a' kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah yang berasal dari pendanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran pendapatan clan Belanjar Daerah;

b' kekayaan yang diperoleh sendiri, sesuai dengan ketentuan ya,g ditetapkan peraturarr
perundang_undangan;

c' kekayaan yang diperoleh dari pelirnpahan kepemilikan atau penguasaan atas suatu
kekayaan tetap dari Pernerintarh Pusat dar/atau pemerintah Daerzrh;

d' kekayaan yang cliperoleh dari penerimaan masyarakat atau pernerintah berupa bantuan,
zakat' persembahan kasih, kolekte, dana punia, hibah, wakat, sumbangan in4iviclu
dan/atau perusahaan, dan dana abadi pendiclikan tinggi;

e' kekayaan ya,g diperoleh tertait pelaksanaan clari perjanjian/kontr.ak kerjasarna clengan
pihak lain;

f' kekayaan ya,g diper<lleh berdasarkan putlrsan pengarlilan yang berkekuatan hukur,
tetap; dan

g' bentuk rain sesuai denga, ketentuan pemturan yang berlaku.
(2) Kekayaan atall aset yang dirnaksud pada ayat (l) rnerupakan semua kekayaan l..lNS yang

mencakup:

a. aset lancar;

b. aset tetap, tennasuk benda tetap dan benda bergerak;
c' aset yang terkait dengan modal insani uNS berupa kekayaan intelektual ataupun aset

tidak ber"wujud lainnya' baik dirniliki selurulmya maupun sebagia, oleh UNS;



d' hak guna bangunan serta berbagai hak pengelolaan lainnya yang dimiliki UNS; dan
saham dan sur.at berharga.e

Pasal 8

surnber dana yang dikelola secara otonom oleh uNS bersumber dari:
a' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran pendapatan dzur Belan-ia

Daerah; dan

b. selain APBN dan/atau APBD, yang terdiri atas:

l) masyarakat;

2) biaya pendidikan;

3) pengelolaan dana abadi;

4) usaha UNS;

5) kerja sama tridharma perguruan tinggi;

6) pengelolaan kekayaan UNS;

7) Anggaran pendapat dan Belanja Daerah; darVatau

8) pinjarnan.

Bagian Ketiga

Nilai-Nilai

Pasal 9

Dalam memanf-aatkan kekayaan UNS, semua organ yang terlibat wajib melaksanakan dan
menjunjr-urg tinggi nilai-nilai berikut:

a' kejujuran' kebenaran, kepelopora., kejua,gan, dan ketulusan pada pencerdasan dan
pengembangan kehidupan bangsa yang berbuilaya luhur;

b' keunggulan itmiah untuk perkemba.gan budaya dan peradaban;
c. keadilan, demokrasi, kebebasan, da, keterbukaan sefta hak asasi manusia;
d. pengembzurgan yang berkelanjutan;

e. efisiensi;

f. kemitraan dan kesederajatan; dan

g. kernmfhatan bagi bangsa, negara, dam kernanusiaan.



BAB III
ASAS DAN PRINSIP PBNGELOLAAN

tsagian Kesatu

Asas Perrgelolaan

Pasal l0

Pengelolaan kekayaan atas seluruh aset yang dapat digunakan oleh LINS harus clilaksanakan

dengan memperhatikan:

a. asas kepastian hukum yang berkeadilan;

b. asas kepastian nilai;

c. asas efisien;

d. asas keterbukaan;

e. asas proporsionalitas;

f: asas prof-esionalitas; dan

g. asas akr"rntabilitas.

Bagian Kedua

Prinsip Pengelolaan

Pasal I I

Kekayaan dan pendapatan UNS halus dikelola secara rnandiri dan terintegrasi dengan
memperhatikan prinsip akturtabilitas, transparansi, penjaminan mutrl, optimasi, ef'ektif, clan

efisien, dalam suatu sistem, tata cara, dan prosedur pengelolaan yang lnengaclr kepada Sistern
Perencanaan UNS yang ditetapkan oleh MWA.

Pernanfhatan kekayaan UNS dapat dilakukan sepaniang ticlak mengganggu pelaksanaan tug,s
dan firngsi UNS

Pasal 12

Pasal l3
Pemanfaatan kekayaan LINS dilakukan dengan memperhatikan kepentingan UNS dan
kepentingan umurn.

Pasal l4
Pemanfhatan kekayaan UNS dilakukan dengan tidak mengubah status kepernilikan kekayaal
terseburt.



Pasal I 5

Kekayaan UNS yang rnenjadi objek pemanfiratan harus ditetapkan status peuggllnaannya oleh

LTNS.

Pasal l6

Penerimaan kekayaan UNS dari pernanthatan kekayaan LJNS merupakan penerimaan UNS dan

disetorkan ke rekening Rektor.

Pasal l7

Pemanfbatan kekayaan UNS yang strategis, yang dapat mengubah komposisi anggaran secar.r

signifikan, harus dengan persetujuan MWA.

BAB IV

MEKANISME DAN INDIKATOR KINERJA

Bagian Kesatu

Kekayaan Awal

Pasal l8

Kekayaan awal UNS ditetapkan oleh Kementerian yamg menyelenggarakan urssan
pernerintahan di bidang keuangan bertlasarkan perhitungan yang dilakukan bersama dengan
Menteri terkait menu rut peraturan perundang-undangan.

Pasal l9
Kekayaan awal yang penggunaannya diserahkan kepada UNS dapat dimanfaatkan oleh LINS
dan hasilnya rnenjadi pendapatan UNS turtuk nrenuniang pelaksanatur tugas dan fiurgsi LJNS.

Pasal 20

Kekayaan awal yang diserahkan ke UNS dilaporkan kepada clan disahkan oleh MWA

Bagian Kedua

Pengelolaan Kekayaan

Pasal 2 I

Pengelolaan kekayaan UNS dilakukan secara otonom di bawah pengendalian Rektor LINS
untuk dimanfaatkan secara optimal bagi pencapaian tuiuan pengelolaan sebagaimana dimaksu4
Pasal 2 peraturan ini.



Pasal 22

Pengelolaan kekayaan UNS harus mernperhatikan:

a. memperjelas identifikasi aset;

b. kelengkapan legalitas aset;

c. memperjelas klasifikasi pemanfaatan aset;

d' kesesuaian pengelolaan kekayaan dengan Rencana'l'ata Ruang Wilayah dan rn^ster plun
UNS; dan

e. valuasi aset, termasuk penentuan tarif u,tuk kepenti.ga, komersial

Pasal 23

Pengelolaan kekayaan UNS rnendasarkan pada:

a. dasar hukurn pengelola kekayaan dan pengawas pengelola;
b. dasar hukurn kerjasarna pemanf.aatan kekayaan; dan

c' pedoman umuln tentang pendanaan atas perneliharaan kekayaan yang dikerjasamakan.

Pasal 24
Bentuk pengelolaan kekayaan dapat berupa:

a. sewa;

b' pemanfaatan barang milik UNS oleh mitra dalam jangha waktu tertentu clan menerima
imbalan uang tunai;

c. Pinjam pakai;

d. KSP;

e. perjanjian lisensi kekayaan intelektual;
f. Bangun Guna Serah;

g. Bangun Serah Guna;

h. Jasa Laboratorium;

i. Jasa Konsultan; dan

j' bentuk lainnya yang tidak bertentangan de,ga, pemturan perundang_unda,gan.

Pasal 25
Rektor UNS mengendalikan pengelolaan kekayaan UNS sesuai denga, ko,sep rekeni.g
bendahara tunggal (treasury single cu'count),yang pernbukaan dan penutupan rekening bank
dilakukan oleh Rektor.

a



a

l'asal 26

Dalam rnengelola holding compuny UNS dilarimg menggunakzur agurlan, banguran UNS
sebagai gadai/jaminan

Pasal 27

Dalam mengelola kekayaannya, UNS dapat bennitra dengan

a. Baclan Usaha Bukan Badan Hukum;

b. Badan Usaha Berbatlan Hukurn;

c. Perorangan;

d. Yayasan;

e. Koperasi; atau

bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
f.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan kekayaan UNS terrnastk pengelolaa,
keuangan dan aset uNS, cliatur lebih lanjut clararn peratumn Reklor.

Bagian Ketiga

Pengajuan Rancangan pengelolaan

Pasal 29
(l)Rancangan perolehan dana dan pengelolaan kekayaa, uNS termasuk pe.gelolaa,

kekayaan intelektual uNS, rneliputi rancangan cli tingkat sekolah/fakultas, pusat penelitia,,
dan seluruh unit lainnya di lingkungan UNS.

(2) Rancangan yang dirnaksud pada ayat (l), terintegrasi dalarn RKAT UNS ttiajukan oleh
Rektor setarrun sekari dengan persetujuan serta pe,gesahan oreh MWA.

Bagian Keernpat

Pengelolaan perolehan Dana

Pasal 30
Sumber pendanaan yang dapat diterima UNS baik dari ApBN maupun di luar APBN sesuai
clengan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 dikelola di bawah
pengendalian Rektor.



Pasal 3 I

Penerimaan Bantuan pendatraan yang berasal dari APIIN tlilakukan der-rgan mekanisrne

berikut:

a' tlsulan alokasi bantuan pendanaan P'INBI{ diajukan oteh Rektor setahun sekali untuk
disetujui oleh MWA dan cliajukan kepada Menteri;

b' besaran alokasi bantuan pentlanaan PTNBH yang telah disetujui Mepteri di integrasik.n
Bersatna sumber pendanaan lainnya ke dalam RKAT UNS oleh Rektor untuk diajtrkan clan

ditetapkan oleh MWA; dan

c' RKAT UNS yang telah ditetapkan MWA digurakan untuk menyusun kontrak kinerja UNS
dengan Menteri.

Pasal 32

(l) MwA rnernberikan upaya terbaiknya untuk memperluas kemihaarl glrna melingkatka'
perolehan dana UNS agar senantiasa mampu mengembangkan rnutu akadernik da'
kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan UNS.

(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai pedoman perolehan dana UNS sebagaimana diatu- tlala,r
ayat (l) diatur lebih lanjut daleun peraftrran Rektor.

Bagian Kelirna

Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Pasal 33

(l) Pengelolaan kekayaan intelektual yang terkait dengan modal insani uNS di bawah
pengendalian Rektor

(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai pengelolaa, kekayaan intelektual LrNS sebagairnana
dimaksud pada ayat ( r ) diatur dalarn pemturan Rektor.

Bagian Keenam

Pertanggturgj awaban penge lolaan

Pasal 34

(l ) Rektor bertanggung jawab atas pelaksanaan penerimaaan dana dan pengelolaan kekayaan
UNS kepada MWA.

a



a

a
t

(2) Pertanggurlgjawaban Rektor sebagaiurana tlimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap setahun

sekali dan disajikan dalam bentuk dokurnen Laporan Keuangzur dan Laporan Kinerja

dengan melampirkan:

a. status dan target pencapaian setiap tahun dalam periode jabatan Rektor.

b' status dan target pertumbuhan pengelola satuan usaha dan dana abadi (enclowntent

Jund) UNS.

(3) Dokumen Laporan Keuangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) mengacu pada

Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lnternal uNS.

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan kekayaan UNS, Rektor dapat menclelegasikal
kewenangan kepada organisasi di bawah Rektor di lingkurgan UNS.

(2) Laporan keuangan tahunan UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh auditor
eksternal yang ditetapkan oleh Komite Audit MWA.

Bagian Ketujuh

Indikator Kinerja

Pasal 36

Kebijakan umum UNS digunakan MwA dan Rektor sebagai acuan untuk urenetapkiin
indikator kinerja utatma yang akan digunakan dalarn penilaian kinerja dtrn laporan pengelolaan
kekayaan UNS

Pasal 37

Komite Audit sebagai unsur kelengkapan MwA nrengawasi proses penyelenggaraan
pengelolaan kekayaan UNS.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

( I ) Pada saat peraturan ini ditetapkan, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UNS ya,g
berhubungan dengan pengelolaan kekayaan UNS, dinyatakan tetap berlaktr sepanjang ti4ak
bertentangan dengan peraturan ini.



a

I
a

,

(2) Semua Peraturan lnternal yang ada dan masih berlaku harus disesuaikan dengan peraturan

ini dalam waktu 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : I I Agustus 2022

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,

Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., C.A., CSRA.
NrP I 9620701198831001

sesuai dengan aslinya
Majelis Wali Amanat

nd

Kusmayadi, M.Sc., Ph.D.
l 98803 I 002
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